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a.

BUPATI ITATUI{4,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 20 15 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2AL4 sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2Ol4;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun t994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tartbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

b.
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3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan l(abupaten Palalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2OOB tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor LO7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentrrkan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42371;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286t,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44211.
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13.

10.

11.
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15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun ?OLL tentang
Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 I
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
ssfoagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOL
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOOL Nomor 41,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO9O);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO 1

tentang Pajak Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OOl
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor LLg,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OQ4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57a);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5B5);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6la);

Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2OO8
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oll Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1

Tahun 2oll tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol1 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2Ol3 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol4 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2OI4 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2Ol4 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2074 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);

26.

27.

28.
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36.

34. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
L482 tanggal 7 September 2015 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2Ol4 dan Rancangan Peraturan
Bupati Natuna tentang Penjabaran

35.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014.

Peraturan Bupati Natuna Nomor B Tahun 2Ol4
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol4 Nomor 8);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2Ol4
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2Ol4 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2Ol4 Nomor 58);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 201,5
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSI(AN:

Rp 1.019.680.O93.777,OO

Pendapatan Rp 1.156.310.939.623,03

37.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAIVABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2Ol4 terdiri atas:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Rp 39.404.360.299,t7

Daerah
b. Dana

Perimbangan
c. Lain-lain Rp

Pendapatan yang
97 .226.485.546,86

Sah
Jumlah

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Rp 278.574.085.644,00

Pegawai
2) Belanja Bunga Rp 0,00

53.784.O38.443,85
PAR {F KOORnll'lASt
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4)
s)

6)

7)

Belanja Langsung
1) Belanja

Pegawai
2) Belanja

Barang dan
Jasa

3) Belanja
Modal

40.751.500.000,00
79.4t5.840.000,00

0,00

38.090.251.000,00

Rp 0,00

90.543.068.475,OO

406.986.7 32.t86,95

Rp 260.615.103.948,39

Rp 49O.615.715.087,85

Rp 758.L44.9O4.610,34
t.248.760.6t9.698,19

(92.449.680.075,16)

Rp 112.201.080.600,26

Rp 19.751.400.525,1O

Subsidi
Belanja Hibah
Belanja
Bantuan
Sosial
Belanja Bagi
Hasil
Belanja
Bantuan
Keuangan
Belanja Tidak
Terduga

Rp
Rp

Rp

Rp

8)

b.
Rp

Rp

Jumlah Belanja

Surplus/ (Delisit)

Rp

Rp

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Neto

tt2.201.080.600,26
0,00

Rp
Rp

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2e fie$tWbo-r Ag

Diundangkan di Ranai
pada tanigar 22 hcqt twlm 20$

SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH I{ABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 49
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